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PUTUSAN
Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Bky

o\t TY 2
Pl S S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili
perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim

tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sambas, 28 Mei 1985 (umur
36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
Kabupaten Bengkayang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Jirak, 09 Oktober 1981 (umur 40
tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman Dusun
Kabupaten Bengkayang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02
November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Bky,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2010 M bertepatan dengan 8 Rabiul Akhir
1431 H, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan
Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 25 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun,
kemudian berpindah kerumah milik bersama;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

. Anak 1, lahir tanggal 27 Agustus 2010,

. Anak 2, lahir tanggal 29 Mei 2017,
dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam
asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 Agustus 2014 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
disebabkan:

. Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak

mencukupi keperluan Penggugat dan anaknya;

. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat, dan orang tua Tergugat juga suka

menyindir serta mencaci maki Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat semakin tajam dan memuncak pada akhir bulan Februari 2020
yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat
meminta Tergugat untuk ikut berkujung kerumah orang tua Penggugat dan
Tergugat tidak bersedia ikut Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah
sejak akhir bulan Februari 2020 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat
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berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik bersama di
Kabupaten Bengkayang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Tergugat di Kabupaten Bengkayang sebagaimana alamat Penggugat dan
Tergugat di atas dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
7. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2021 Tergugat menelfon Penggugat
dan langsung mengucapkan talak kepada Penggugat;

8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah
kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan
sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi
antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat
namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka
Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa
dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat
dan Tergugat telah hadir dipersidangan, kemudian Hakim berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah
tangganya, namun tidak berhasil;
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Bahwa karena usaha perdamaian yang dilakukan Hakim tidak berhasil
dan mengingat adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka
untuk keperluan itu Hakim telah menjatuhkan Penetapan Nomor
140/Pdt.G/2021/PA.Bky tanggal 11 November 2021 dengan menunjuk Riki Dian
Saputra, S.H.l. sebagai Hakim Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa melalui laporan hasil mediasi Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Bky
tanggal 29 November 2021, Mediator telah memberikan laporan dan
memberitahukan bahwa kedua belah pihak telah gagal mencapai kesepakatan
perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan
tidak berhasil;

Bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dalam upaya mediasi,
selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan, maka
selanjutnya untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab
menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian, dan dipersidangan
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 25
Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-
saksi sebagai berikut :

1. Saksi pertama, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, dihadapan persidangan
saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret
2010;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama
di rumah kediaman saksi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian
pindah ke rumah milik bersama di Samalantan sampai berpisah;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak 1, lahir
tanggal 27 Agustus 2010 dan Anak 2, lahir tanggal 29 Mei 2017,

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis, namun pada Bulan Agustus 2014, antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena nafkah
yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi keperluan
Penggugat dan anak, selain itu Tergugat sering melakukan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat tanpa alasan yang
jelas;

- Bahwa saksi pernah dan sering mendengar serta melihat
Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kejadiannya di rumah saksi
ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
sejak akhir bulan Februari 2020, disebabkan Tergugat marah kepada
Penggugat karena Penggugat meminta Tergugat untuk ikut bersama
Penggugat berkujung ke rumah saksi;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat
tidak pernah berusaha menemui Penggugat, Tergugat sudah tidak
memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling terjalin komunikasi
dengan baik;

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak
menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami

istri;
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- Bahwa keluarga dan saksi pernah mendamaikan dengan
cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun
tidak berhasil;
2. Saksi kedua, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, dihadapan persidangan
saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan
Maret 2010 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga)
tahun, kemudian berpindah kerumah milik Bersama sampai berpisabh;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2
(dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,
namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena nafkah
yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi keperluan
Penggugat dan anak, dan jika bertengkar Tergugat juga sering
melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada
Penggugat;
- Bahwa pernah mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar kejadiannya di rumahnya dan saksi mengetahui karena
sedang berkunjung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
sejak bulan Februari 2020, disebabkan Tergugat marah kepada
Penggugat karena Penggugat meminta Tergugat untuk ikut berkujung ke
rumah orang tua Penggugat;
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- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat
dan Tergugat sudah tidak pernah Bersatu lagi, Tergugat sudah tidak
memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling terjalin komunikasi
dengan baik;

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak
menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami
istri;

- Bahwa keluarga dan saksi pernah mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak
berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya
yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses
mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut
tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg. jo pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4)
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun
selama pemeriksaan perkara ini Hakim telah berusaha semaksimal mungkin
menasehati Penggugat agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat
dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak pernah datang lagi di persidangan untuk menyampaikan jawabannya,
maka untuk selanjutnya perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab
menjawab;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat
menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat
dikabulkan, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina
rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang sakinah mawaddah
warohmah seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al
Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

w ¢ . .
pSiy J=zg lgdl lgiSauwid L2lg)l pSawail o o8I 3> Ol ausl yo 5
09881 poi) el s (8 Ol Cans 5 8390
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan al-Quran
tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan
berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmabh;
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Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan
sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan
terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan
Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila
cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai
suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 24 Maret 2010, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka
bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat
dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Maret 2010,
hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Saksi pertama dan Saksi kedua, keduanya telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang
dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta telah memberikan keterangan di
bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber
dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan
lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan
pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang
telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan
saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung
kebenaran dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat dalam perkara

ini;
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Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan
sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan
ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto
Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat
diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan
yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi,
ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (Vreem de Oorzaak) dan
akibat hukum (Rechts Gevolg) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran yang terus menerus
antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut
dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi
ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang
terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Berdasarkan Pasal
308 ayat (1) dan 309 RBg. Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat
diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung
dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa
dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta alat bukti yang
diajukan oleh Penggugat di depan persidangan, Hakim telah dapat
menyimpulkan dan mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak 1, lahir tanggal
27 Agustus 2010 dan Anak 2, lahir tanggal 29 Mei 2017;

- Bahwa, rumah tanggga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

karena sering berselisih dan bertengkar;
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- Bahwa, penyebabnya karena Nafkah yang diberikan Tergugat kepada

Penggugat tidak mencukupi keperluan Penggugat dan anaknya, selain itu
Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan

Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan

kewajiban sebagai suami istri lebih dari setahun lamanya;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan

perdamaian, baik oleh keluarga dan/atau orang yang dekat dengan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa, Penggugat tetap bersikukuh pada keinginannya untuk bercerai

dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami
keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah
berlangsung lebih dari setahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali
rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat
telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya
sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri
tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing,
yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan
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Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra
Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Bengkayang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal
119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama
Bengkayang pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Sobari, S.H.l. sebagai Hakim
Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Syarif
Firdaus, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di
luar hadirnya Tergugat.
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Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.l.
Panitera Pengganti,

Syarif Firdaus, S.H.l.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran ‘Rp  30.000,00
2. Biaya proses :Rp  75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat ‘Rp 200.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat ‘Rp  10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat ‘Rp 400.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat :Rp  10.000,00
7. Biaya redaksi :Rp  10.000,00
8. Biaya meterai ‘Rp  10.000,00
9. Biaya PNBP Pht. ‘Rp  10.000,00

Jumlah :Rp 755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)
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